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Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254). 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
647). 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157). 

 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang 
Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah Seluas + 15.300.000 HA (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) 
sebagai Kawasan Hutan. 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464). 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH ... RORRY PRAMUDYA



 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 28). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81). 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311). 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebak Nomor 2014. 

J. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA THAILAND  
 
Constitution of the Kingdom of Siam, B.E. 2560 (2017) 
Town Planning Act B.E. 2518 (1975). 
 
Town Planning Act B.E. 2525 (1982). 
 
Town Planning Act B.E. 2535 (1992). 
 
Determining Plans and Process of Desentralization to Local Government 

Organization Act B.E. 2542 (1999). 
 
Town Planning Act B.E. 2558 (2015). 
 
The Ministerial Regulation of Bangkok Comprehensive Plan (1992). 
 
The Ministerial Regulation of The Bangkok Comprehensive Plan 2013 (B.E.2556). 
 

K. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA BELANDA  
 
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2018 
 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 2008. 
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L. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
 
Putusan Mahkamah Agung Nomor  45 P/HUM/2011perihal Permohonan Keberatan 

Hak Uji Materiil terhadap Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2013 perihal Permohonan Keberatan 

Hak Uji Materiil terhadap Pasal 49 Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-
2031. 

 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 perihal Permohonan Keberatan 

Hak Uji Materiil Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana 
Tata Ruang Wiayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. 

M. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan 

pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 perihal Permohonan 

pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

 

N. PIAGAM INTERNASIONAL  
 
Universal Declaration of Human Rights 1948. 
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LAMPIRAN  I 
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